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TENTANG

TARIF DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN KEGIATAN USAHA

PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN UNTUK

KOMODITAS NIKEL, BAUKSIT, TIMAH, DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan,
perlu menetapkan tarif denda administratif atas
pelanggaran kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara di kawasan hutan;

bahwa terhadap tarif denda administratif sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan penelaahan
dan pertimbangan dari lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pengawasan internal
pemerintah dan jaksa agung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif
Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha
Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel,
Bauksit, Timah, dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda
Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7141);

4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG TARIF DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN
UNTUK KOMODITAS NIKEL, BAUKSIT, TIMAH, DAN
BATUBARA.

Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan
usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini
didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban
Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai
Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua
Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor
B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025.

Menetapkan besaran tarif denda administratif sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU, dengan rincian sebagai

berikut:

a. komoditas nikel sebesar Rp6.502.000.000,00 per hektare;

b. komoditas bauksit sebesar Rpl.761.000.000,00 per
hektare;

c. komoditas timah sebesar Rp1.251.000.000,00 per hektare;
dan
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d. komoditas batubara sebesar Rp354.000.000,00 per
hektare.

KETIGA : Penagihan denda administratif atas kegiatan usaha
pertambangan di kawasan hutan dilakukan oleh Satuan Tugas
Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha
pertambangan dan  hasil penagihan denda tersebut
diperhitungkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor
energi dan sumber daya mineral.

KEEMPAT : Penetapan denda administratif atas kegiatan usaha
pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini berlaku
pada penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan
Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

titd.
BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

Menteri Kehutanan

Menteri Keuangan

Jaksa Agung Republik Indonesia

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
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